Menimbang

Mengingat

SALINAN

77 pani\

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31llayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pememrintahan Daerah, dan dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




————-———

2. Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

. Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat [
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950  tentang Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755),

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.
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13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);




14,

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);



18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informas;i
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

LY



23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran  Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telahdiubahbeberapa  kaliterakhir = dengan

Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

07. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);




. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara

29,

30.

31.

32.

33.

34.

Republik Indonesia Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 11);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);




35.

36.

37.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);




38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun

2018tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1341);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);



43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

44, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6595);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011
X tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 149);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 95);

48, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 96) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 165);




49,

S0.

S1.

52.

53.

54.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 150);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 98) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 142);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 99);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 100);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 101);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 102);



55.

56.

7.

58.

59.

A
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011

tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 103);
sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun

2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor S,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 104);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2011
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 105)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun

2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 108);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 109);
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60. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun

2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 161;

©61. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2013
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 125)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun
2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 148);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 159 );
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65. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 166);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 2.945.409.629.858,82
2. Belanja Daerah Rp. 3.415.509.629.858,82
(Defisit) Rp. (470.100.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 470.100.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Neto Rp. 470.100.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan Rp. 0,00

.




Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 424.921.835.514,82

b. Dana Perimbangan Rp. 1.827.858.260.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 692.629.534.344,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 195.530.500.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan

Rp.8.936.662.046,73

Rp. 28.327.704.797,00

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 192.126.968.671,09

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 98.032.034.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.295.824.270.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 434.001.956.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 127.488.008.000,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlahRp.195.326.047.344,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 369.755.479.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. 0,00

f. Pendapatan Lainnya jumlah Rp. 60.000.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.966.846.897.699,38
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.448.662.732.159,44

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.227.458.161.395,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00

15
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c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.140.151.022.190,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 79.846.795.614,38
. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 22.470.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 485.920.918.500,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

—

belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 101.795.213.706,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 661.220.636.345,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 685.646.882.108,44

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 470.100.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 430.000.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 40.000.000.000,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00

Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 100.000.000,00

Penerimaan Piutang Belanja Tidak Langsung Rp. 0,00

m ™0 A o0 o

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan:
Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.0,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

o a0 T P

Pengembalian Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
L.

)

10.

11.

12.
13,

Lampiran |

Lampiran 11

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XIl
Lampiran XIlI

RingkasanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2020;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2020;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran
2020;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun
Anggaran 2020;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
Tahun Anggaran 2020;

Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020;

Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun
Anggaran 2020;

(Investasi)

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya Tahun Anggaran 2020;

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum disclesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini,

Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020:; dan

Daftar  Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun
Anggaran 2020,




Pasal 6

(1) Untuk mangantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah
Propinsi Jawa Timur akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati
dapat menangani permasalahan/melaksanakan kegiatan tersebut, Pemerintah
Daerah menetapkan Kkriteria terkait dengan belanja dalam kategori keadaan
darurat dan/atau keperluan mendesak lainnya yang belum cukup tersedia
dan/atau belum dianggarkan dalam APBD atau Perubahan APBD.

(2) Kriteria belanja dalam kategori keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :
a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik;

(3) Kriteria belanja dalam kategori keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalanan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
a. yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada
Perubahan APBD;
b. yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan
pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 12 - 2019
BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 — 12 - 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR:422-4/2019




